PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3  Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang, Kepala Daerah mengajukan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  (DPRD) berupa laporan
Keuangan yang telah diperiksa oleh



Mengingat

Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota
Sungai penuh tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Sungai Penuh Tahun
Anggaran 2012;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab  Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan ~ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Negara
antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008
tentang Pembentukan Kota Sungai
Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran



10.

11.

12.

Negara Repulik Indonesia Tahun 2008
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4871);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2004 tentang  Pembinaan dan
Pengawasan  atas  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indnesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan



13.

14.

15.

16.

17.

Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indnesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentang  Standar  Akutansi
Pemerintahan ~ (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2005 tentang  Pinjaman  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor
4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005  tentang  Sistem  Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara



